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BAB 1

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Mengarahkan perekonomian Indonesia menuju kondisi yang lebih baik
sudah menjadi tugas utama yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia dalam
menghadapi persaingan ekonomi dunia. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah
Indonesia memiliki dua kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.
Menurut Nopirin (1992:45), kebijakan moneter adalah “tindakan yang dilakukan
oleh penguasa moneter (bank sentral) untuk mempengaruhi jumlah uang beredar
dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi
masyarakat”. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan
Pemerintah untuk mengarahkan perekonomian kepada kondisi yang lebih baik
dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran Pemerintah. Kebijakan fiskal
memiliki tujuan yang sama persis dengan kebijakan moneter. Perbedaannya
terletak pada instrumen kebijakannya. Dalam kebijakan moneter, Pemerintah
mengendalikan jumlah uang yang beredar, sedangkan dalam kebijakan fiskal,

Pemerintah mengatur penerimaan dan pengeluarannya (Rahardja,2008:445).

Kebijakan  fiskal umumnya merepresentasikan  langkah-langkah
Pemerintah dalam menentukan besarnya jumlah pengeluaran dan pendapatan bagi
pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam praktiknya di Indonesia, kebijakan
fiskal diwujudkan melalui anggaran Pemerintah yang Kita kenal sebagai Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan fiskal adalah salah satu
perangkat kebijakan ekonomi makro dan merupakan kebijakan utama Pemerintah
yang diimplementasikan melalui APBN. Kebijakan fiskal memiliki peran penting
dan sangat strategis dalam mempengaruhi perekonomian, terutama dalam upaya
pencapaian target-target pembangunan nasional. Peran tersebut terkait dengan tiga
fungsi utama Pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi
stabilisasi. APBN harus didesain sesuai dengan fungsi tersebut dalam upaya

mendukung penciptaan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan
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berkualitas (Direktorat Penyusunan APBN dan Direktorat Jenderal Anggaran,
2013:7)

Menurut Direktorat Penyusunan APBN dan Direktorat Jenderal Anggaran
(2013:6), APBN adalah “undang-undang, sehingga merupakan kesepakatan antara
Pemerintah dan DPR, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Undang-Undang
Dasar 1945 yaitu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat”. Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran, yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah “rencana keuangan tahunan
Pemerintahan negara yang disetujui olen Dewan Perwakilan Rakyat yang masa
berlakunya dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan”.
Menurut Direktorat Penyusunan APBN dan Direktorat Jenderal Anggaran
(2013:6), *“Pemerintah menyusun APBN setiap tahun dalam rangka
penyelenggaraan fungsi Pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara. APBN
tersebut harus dikelola secara tertib dan bertanggung jawab sesuai kaidah umum
praktik penyelenggaraan tata kePemerintahan yang baik. Sesuai Pasal 26 Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, setelah APBN
ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut

dengan Keputusan Presiden”.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, dana
APBN bersumber dari pendapatannegara yang terdiri atas penerimaan perpajakan,
penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Dalam Pasal 2 ayat 2
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02/2013, dalam rangka
pelaksanaan APBN, Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) menurut bagian anggaran

yang dikuasainya. Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor
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171/PMK.02/2013 Pasal 1, Pengguna Anggaran adalah “pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga”. Berbeda
dengan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran adalah “pejabat yang
memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang
bersangkutan”. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.02/2013, “DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah
mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan”. DIPA disusun berdasarkan
Keputusan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat atau
Daftar Hasil Penelaahan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara
(DHP RDP BUN), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan
sebagai instansi Pemerintah yang bertugas dan berkewajiban merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perbendaharaan negara
sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dituntut untuk dapat menjalankan
tugas dan wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam yang berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Keuangan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) Surabaya Il merupakan salah satu dari unit kerja dibawah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
memiliki salah satu tugas pokok melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan

bendahara umum negara.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam pelaksanaan tugas,

Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengemban lima fungsi utama:
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“(i) perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan negara; (ii) pelaksanaan
kebijakan di bidang perbendaharaan negara; (iii) penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang perbendaharaan negara; (iv) pemberian bimbingan
teknis dan evaluasi bidang perbendaharaan negara dan; (v) pelaksanaan

administrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan”.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan
kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran. Direktorat Jenderal
Perbendaharaan wajib mendokumentasikan dana APBN yang digunakan untuk
kegiatan belanja dalam bentuk apapun, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Tidak hanya berwenang dalam
pengelolaan dana APBN, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Bendahara
Pemerintah juga wajib memungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun
2008. Kewajiban memungut pajak pada Bendahara Pemerintah pun juga akan
berpengaruh pada penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu pajak yang
wajib dipungut oleh Bendahara Pemerintah adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal

22 Bendaharawan.

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang
dimaksud dengan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dipungut
bendahara Pemerintah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang,
serta pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak (WP)
yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan
barang yang tergolong sangat mewah. Dari pengertian tersebut, PPh Pasal 22

dapat dikenakan saat penjualan maupun pembelian.
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Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012,

berikut tabel pemungut dan objek PPh Pasal 22:

TABEL 1.1

Pemungut dan Objek PPh Pasal 22

No.

Pemungut PPh Pasal 22

Objek Pemungutan

Bank Devisa/Ditjen Bea Cukali

Impor barang

Bendahara Pemerintah dan KuasaPengguna
Anggaran (KPA)

Pembayaran atas
pembelian barang

Bendahara Pengeluaran

Pembayaran atas
pembelian barang yang
dilakukan dengan
mekanisme Uang
Persediaan (UP)

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat
penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi
delegasi oleh KPA

Pembayaran atas
pembelian barang kepada
pihak ketiga yang
dilakukan dengan
mekanisme pembayaran
langsung (LS)

BUMN tertentu : PT Pertamina(Persero),

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero),

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.,
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Thk.,
PT Garuda Indonesia (Persero) Thk.,

PT Pembanguan Perumahan (Persero) Thk.,
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.,

PT Adhi Karya (Persero) Thk.,

PT Hutama Karya (Persero),

PT Krakatau Steel (Persero) Thk dan Bank-bank
BUMN

Pembelian barang
dan/atau bahan-bahan
untuk keperluan kegiatan
usaha mereka.

Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha
industri semen, industri kertas, industri baja,
industri otomotif, dan industri farmasi

Penjualan hasil
produksinya kepada
distributor di dalam
negeri

Produsen atau importir bahanbakar minyak,
bahan bakar gas, dan pelumas

Penjualan bahan bakar
minyak, bahan bakar gas,
dan pelumas

Wajib Pajak Badan yang melakukanpenjualan
Barang Sangat Mewah

Penjualan Barang Sangat
Mewah

Industri dan eksportir yangbergerak dalam
sektor kehutanan, perkebunan, pertanian,
peternakan, dan perikanan

Pembelian bahan untuk
keperluan industri atau
ekspor dari pengumpul

LAPORAN PKL

ANALISIS MEKANISME ...

MEGA AVITIA K




ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan
dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bldang Impor atau
Kegiatan Usaha di Bidang Lain,berikut adalah skema tarif dan Dasar Pengenaan
Pajak (DPP) PPh Pasal 22:

TABEL 1.2

Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 22

Tarif DPP
PPh Pasal 22 Impor 2,5% (dengan API) Nilai Impor
7,5% (tanpa API)
0,5% (kedelai, gandum,
terigu dengan API)
7,5% (yang tidak dikuasai) | Harga Jual
Lelang
PPh Pasal 22 Bendaharawan 1,5%
(Bendahara Pemerintah, KPA,
Pejabat Penerbit SPM, Bendahara Harga Beli
Pengeluaran, BUMN Tertentu)
PPh Pasal 22 Pedagang Pengumpul | 0,25%
PPh Pasal 22 Migas -0,25% BBM SPBU
Pertamina
-0,3% BBM SPBU Non Penjualan
Pertamina
-0,3% BBG
-0,3% Pelumas
PPh Pasal 22 ATPM, APM dan 0,45%
Importir Umum
PPh Pasal 22 Industri -0,25% Semen
-0,1% Kertas DPP PPN
-0,3% Baja
-0,3% Obat
-0,45% Otomotif
PPh Pasal 22 Barang Mewah 5% Harga Jual

Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak,maka
besarnya pemungutan PPh Pasal 22 lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada
tarif yang diterapkan kepada Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP,
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat 3 Undang-undang Nomor 36 Tahun
2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sebagai salah satu unit kerja dibawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
selaku KPA, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya Il bertindak
sebagai salah satu pemungut PPh Pasal 22, yaitu PPh Pasal 22 Bendaharawan.
PPh Pasal 22 Bendaharawan adalah PPh Pasal 22 yang dipotong atau dipungut
oleh Bendahara Pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Dalam konteks
ini, Bendahara Pemerintah meliputi: Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah pusat, Pemerintah
daerah, instansi atau lembaga-lembaga negara lainnya; bendahara pengeluaran
yang melakukan pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan (UP); dan
KPA atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh
KPA, untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran
langsung (LS) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun
2008 tentang Perubahan Keempat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka judul yang diambil dalam tugas
akhir ini adalah “Analisis Mekanisme Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal

22 Bendaharawan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I1”.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md)
pada Program Studi  Perpajakan dari Fakultas Vokasi Universitas
Airlangga.

2. Mengetahui praktik mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 Bendaharawan
di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya II.

3. Membandingkan teori perpajakan yang telah diperoleh selama menempuh
perkuliahan dengan penerapan pemungutan PPh Pasal 22 Bendaharawan

di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya 1.
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1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Manfaat pelaksanaan praktik kerja lapangan ini, antara lain:
A. Bagi Mahasiswa

1. Meningkatkan wawasan disiplin ilmu baik secara teori maupunpraktik
yang berhubungan dengan perpajakan dan untuk memperoleh
pengalaman tentang kondisi nyata dunia Kkerja.

2. Memahami praktik mekanisme pemungutan PPh Pasal 22
Bendaharawan yang terjadi di lapangan.

3. Memahami penerapan teori perpajakan dalam praktiknya khususnya
pemungutan PPh 22 Bendaharawan di lapangan.

B. Bagi Almamater Fakultas VVokasi Universitas Airlangga

1. Menjalin kerjasama yang baik antara Fakultas Vokasi Universitas
Airlangga khususnya DIIlI Perpajakan dengan Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Surabaya 1.

2. Memberikan manfaat berupa tambahan literatur dan referensi bagi
mahasiswa Program Studi Diploma Il Perpajakan Fakultas
VokasiUniversitas Airlangga yang akan mengambil mata kuliah
laporan terakhir.

3. Memberi tambahan referensi bagi ruang baca Fakultas Vokasi
Universitas Airlangga di bidang perpajakan.

C. Bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya |1

1. Membantu memberi sumbangan tenaga dan pemikiran dalam
penatausahaan penerimaan perpajakan yangberguna bagi Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya 1.

2. Sebagai media untuk menjalin kerjasama antara Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Surabaya IlI dengan Fakultas Vokasi
Universitas Airlangga Kkhususnya Program Studi Diploma 11l
Perpajakan.

3. Membantu instansi dalam menyelesaikan perkerjaan sehari-hari selama

Praktik Kerja Lapangan.
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D. Bagi Pembaca
1. Menambah wawasan pengetahuan mengenai peranan dan keadaan di
lapangan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya 1.
2. Sebagai media informasi mengenai proses pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan.
3. Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pembaca yang

membutuhkan informasi mengenai PPh Pasal 22 Bendaharawan.

1.4 Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan mulai tanggal 2 Maret 2015 sampai
dengan tanggal 31 Maret 2015 di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Surabaya Il yang beralamat di Jalan Dinoyo No.111 Surabaya. Judul yang
diangkat dalam penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah “Analisis
Mekanisme Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Bendaharawan di

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I1”.
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TABEL 1.3

Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan
Program Diploma I11 Perpajakan

No.

Kegiatan

Desember

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

2014

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

213

2 |3

213

213

Pengajuan Permohonan ljin PKL

Pengarahan PKL

a. Informal Sharing

b. Pengarahan |

c. Pengarahan |1

d. Pengarahan 111

e. Pengarahan IV

Pelaksanaan PKL

2 - 31 Maret

Pembagian Dosen Pembimbing

Pengajuan Tema

Penyusunan dan Bimbingan Laporan PKL

Penyerahan Proposal Laporan Akhir PKL

Penyerahan Laporan Akhir PKL

[(o) ool EN] Kor] K& | BN FOV)

Ujian Akhir Semester Genap

22-4 Juli

Ujian Presentasi

G

Sumber: Surat Edaran Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Program Studi Diploma 111 Perpajakan
Tahun 2014-2015
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